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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam 

Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, terdapat 

tiga rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana kewenangan Majelis 

Permusayawaratan Rakyat dalam mengubah UUD setelah perubahan UUD NRI 

Tahun 1945. Kedua, kendala-kendala MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD 

setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, upaya-upaya MPR dalam 

melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD setelah perubahan UUD 

NRI Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

ketiga persoalan tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, 

pendekatan perbandingan dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan 

adalah data bersumber pada dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara 

dengan narasumber serta bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini 

adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teori Efektivitas dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah pertama, kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD setelah 

perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum dapat dilaksanakan kembali. Kedua, kendala 

MPR dalam melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah 

prosedur perubahan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, lemahnya dukungan 

partai politik terhadap parlemen dan tidak proporsionalnya keanggotaan dan 

kewenangan antara DPR dan DPD. Ketiga, upaya yang dilakukan MPR untuk dapat 

melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD adalah sosialisasi 

dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan MPR Goes to Campus dan 

konsilidasi partai politik. 

 

Kata kunci:  kewenangan konstitutif MPR, kewenangan mengubah dan menetapkan 

UUD, MPR dan amandemen 
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ABSTRACT 

 

 This study entitled The People's Consultative Assembly In Changing And 

Establishing The Constitution After the Amendment of the Constitution of the State 

of the Republic of Indonesia Year 1945. In this research, there are three problem 

formulas: First, how the authority of the People's Consultative Assembly (MPR) in 

changing the Constitution after the amendment of the Constitution NRI Year 1945. 

Secondly, the constraints of the MPR in changing and establishing the Constitution 

after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Third, the 

MPR's efforts in exercising the authority to amend and enact the Constitution after 

the amendment of the 1945 Constitution. The purpose of this study is to know and 

analyze These three issues. 

 

 The type of research used is normative legal research and the approach used 

in this research is historical approach, comparative approach and legal approach of 

law. The data material used is data sourced from from primary law material and 

secondary law material. Sources of data obtained from the results of direct research in 

the field through interviews with resource persons and legal materials. The process of 

thinking in this study is the process of deductive thinking. The theory used in this 

research is Theory of Effectiveness and Authority Theory. The result of the research 

in writing this thesis is first, the MPR's authority in changing and establishing the 

Constitution after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia can not be implemented. Secondly, the MPR's obstacle in exercising the 

authority to amend and enact the Constitution is the procedure of amendment in 

Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the weak support of 

political parties against parliament and the disproportionate membership and 

authority between DPR and DPD. Third, the efforts made by the MPR to be able to 

exercise the authority to change and establish the Constitution are socialization with 

the Focus Group Discussion (FGD) method and the MPR Goes to Campus and the 

consolidation of political parties. 

 

Keywords: constitutional authority of the People's Consultative Assembly, authority 

to change and stipulate Constitution, MPR and amendment 
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KATA PENGANTAR 

 

Secara ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan dokumen 

negara yang berkedudukan sebagai peraturan dasar dan tertinggi dalam negara. 

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945) adalah peraturan dasar dan tertinggi dalam ketatanegaraan 

Indonesia. UUD atau konstitusi (secara paradigma konstitusi modern) senantiasa 

menjadi pedoman dan penuntun keberlangsungan kehidupan bernegara. Sebagai 

pedoman dalam kehidupan bernegara, maka konstitusi harus senantiasa adaptif 

terhadap perkembangan masyarakat dan zaman agar berkesinambungan antar sistem 

dengan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar senantiasa 

diperbaharui dengan cara menambah, mengurangi dan menyempurnakannya agar 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan zaman.  

Untuk melaksanakan penyempurnaan UUD tersebut, secara konstitusional 

pula diatur tentang Majelis Permusayarawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemangku 

kekuasaan konstitutif melalui kewenangan mengubah dan menetapkan UUD sesuai 

dengan amanah Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan begitu, tujuan utama 

penulisan tesis dengan judul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Dalam Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, adalah agar 

MPR kembali melaksanakan kewenangan konstitutifnya melalui amandemen seperti 

yang pernah dilakukan MPR selama empat kali berturut-turut (1999, 2000, 2001 dan 
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2002) pada masa reformasi. Jadi, tuntutan dan kepentingan penulisan tesis ini adalah 

agar MPR segera melakukan amandemen ke V.  

Dalam penulisan tesis ini, setidaknya ada empat persoalan mendasar yang 

menjadi latar belakang agar MPR kembali melaksanakan kewenangan mengubah dan 

menetapkan UUD dengan amandemen ke V yaitu: Pertama, lemahnya sistem 

presidensial. Pada waktu MPR melakukan amandemen, salah satu kesepakatan 

penting adalah penguatan sistem presidensial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 

sistem presidensial tersebut menjadi lemah dengan adanya intervensi-intervensi 

legilatif dalam domain eksekutif presiden bahkan dalam kaitan dengan kewenangan 

prerogatif presiden. Padahal di dalam sistem presidensial, presiden memiliki 

kekuasaan besar bahkan memiliki hak veto untuk meloloskan kebijakan yang berguna 

bagi kepentingan umum (public interest)  

Kedua, persoalan sistem lembaga perwakilan terutama lemahnya kewenangan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Persoalan DPD sebenarnya persoalan mengenai 

proporsionalitas kewenangan antar dua lembaga legislatif yang memiliki status 

kedudukan setara. Setelah amandemen, utusan daerah dan utusan golongan dihapus 

dalam komposisi keanggotaan MPR yang kemudian hanya beranggotakan anggota 

DPR dan DPD dengan dalil legitimasi demokrasi melalui pemilu. DPD yang 

merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan kemudian mengalami 

persoalan dalam kaitan kewenangannya, padahal secara kedudukan sama seperti  

DPR yaitu sama-sama lembaga legislatif dan sama-sama lembaga tinggi negara.  
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Ketiga, persoalan status MPR yang memiliki identitas dualitas yaitu pada satu 

sisi sebagai lembaga mandiri dan pada lain sisi sebagai wadah gabungan (joint 

session) anggota DPR dan DPD. Keberadaan MPR sebagai identitas ganda sangat 

mempengaruhi sistem kamar perwakilan. Untuk itu, dalam penulisan tesis ini akan 

dilakukan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan status MPR dengan 

Kongres Amerika Serikat (AS). Keempat, kebutuhan terhadap haluan negara. Setelah 

amandemen, MPR menghapus salah satu kewenangannya yang kerap menjadi 

pedoman pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal, dengan 

adanya haluan negara dalam bentuk GBHN tersebut, pemerintah memiliki target-

target yang jelas dalam jangka waktu panjang. Manfaat GBHN adalah agar program 

dan kebijakan pemerintah senantiasa berkesinambungan sehingga walaupun rezim 

kerap berganti program-program yang telah menjadi agenda jangka panjang tetap 

diprioritaskan dan dilaksanakan. Dengan mencermati persoalan-persoalan yang 

bersifat fundamental tersebut di atas, maka sudah selayaknya dapat menjadi 

pertimbangan logis bagi MPR untuk melakukan penyempurnaan UUD melalui 

amandemen ke V.  

Penulisan tesis ini dilakukan secara komprehensif mengenai kewenangan 

konstitutif MPR melalui mengubah dan menetapkan UUD. Di dalam penulisan tesis 

ini dibahas pula mengenai kendala-kendala serta upaya-upaya MPR agar dapat 

kembali melaksanakan kewenangan konstitutifnya yang kelak menghasilakn 

amandemen ke V. Bagi penulis, amandemen ke V adalah solusi terhadap persoalan-
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